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ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat Sumenep merupakan elemen penting
dari demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Mengingat
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan
menjadi tolak ukur idealnya demokrasi maka KPU Kabupaten Sumenep
punya peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten Sumenep punya tugas dan
kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi
penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan
pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan
penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik
kepada masyarakat terutama bagi pemilih.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis sosiologi, mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU)
untuk meningkatkan partisipasi politik (analisis dalam pemilihan kepala
daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2015). Sedangkan teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi
lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan juga wawancara
secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari pihak KPU dan juga
dari masyarakat yang berkepentingan. Studi kepustakaan dilakukan dengan
cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan
materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan peran komisi pemilihan umum (KPU)
untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (analisis dalam pemilihan
kepala daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2015) bahwa dalam menarik
partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Sumenep memiliki strategi dengan
melibatkan kelompok trategis, seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),
PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan,
organisasi mahasiswa, tokoh agama. KPU bersama kelompok strategis
tersebut bekerja sama mensosialisasikan pemilihan kepala daerah dengan
beberapa metode sosialisasi antara lain: tatap muka, media massa, media
sosial, mobilisasi serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam
memperoleh informasi pemilihan dengan baik. Disisi lain dalam upaya
meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU menemui beberapa kendala
antara lain: minimnya tenaga sosialisasi, tidak terakomodirnya suara pemilik
suara yang merantau, serta adanya kekecewaan terhadap hasil pemilihan
sebelumnya.

Kata kunci: Peran KPU, Partisipasi Politik, Pemilukada Kabupaten Sumenep.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep

kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.1

Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi

dalam organisasi negara.2 Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki

kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam

suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak

mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna  mewujudkan cita-cita

negara.3 Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasan

tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan

yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dapat dilihat pada alinea

keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi”.... negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. kemudian lebih tegas lagi

disebutkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi

”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

1Hariyono dkk, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, (Malang: Setara Press,
2013), hlm.23.

2Jenedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 3.

3 Sri Harini Dwiyatmi dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), hlm. 155.
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Permusyawaratan Rakyat”.4 Setelah terjadi amandemen ketiga UUD 1945

pada tanggal 10 November 2001, Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dari hasil amandemen tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan

rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah lembaga.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka

partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk

terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.5

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat

adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan

pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk

membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.6 Pemilu

dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang

menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling

efektif  untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak

rakyat.7 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,

4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5Winardi, Dinamika Politik Hukum, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 255.

6 Perihal menimbang, UU No 15 tahun 2011 tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum

7 Sri Harini Dwiyatmi dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), hlm. 157.
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rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5

Undang -Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,

penyenggara terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap

proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahirlah UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang tersebut  negara

memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih

kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implemetasi

demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi

kepemimpinan lokal.8 Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap

sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem

demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan.

Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif

yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi

pemerintah daerah.9

Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan kepala

daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk

8 Siti Zuhro dkk, Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan, (Yogyakarta: Ombak,
2009), hlm. 48.

9 Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), hlm. 32.



4

memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi

politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga

Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung

kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik

legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang

dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang

dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan

berlangsung.10

Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor

pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi

masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak

ukur idealnya sebuah demokrasi.11 Antusiasme masyarakat untuk terlibat

dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin

maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat

yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa

masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk

ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika

10 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
edisi ke IX, 2013), hlm. 368.

11Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, Nasib Demokrasi di Negri Barbar Kajian
Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Yogyakarta: Tafa Media), hlm. 219.
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partipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidak pedulian masyarakat

terhadap masalah kenegaraan.12

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan

pemerintahan yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat

maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan

kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota

menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota beserta wakilnya.13

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala

daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi,14 maka KPU memiliki

peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan

pemilihan kepala daerah.15

Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 8 Tahun

2015, KPU Kabupaten punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan

sosialisasi dan menyampaikan informasi  penyelenggaraan pemilihan

kepada masyarakat. Sosialisasi penyeleggaraan pemilihan merupakan

12 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 369.

13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun
2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota

14 Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, Nasib Demokrasi di Negeri Barbar Kajian
Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Yogyakarta: Tafa Media), hlm. 219.

15 Pasal 16 (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang
Sosialisasi dan Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
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proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik

masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat terutama

bagi pemilih.16

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2015.

Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Sumenep

memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat

Kabupaten Sumenep. Upaya meningkatkan partisipasi politik yang

dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan

politik.

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun

2015 cenderung mengalami penurunan jika dilihat sejak dimulainya era

pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005. Pada tahun tersebut

angka partisipasi politik mencapai 73,21 % dan pada tahun 2015 tingkat

partisipasi politik masyarakat menurun dengan hanya mencapai angka 66,

55%.17

Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan

angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi

16 Pasal 1 ayat (10), Pasal 3 huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

17http://pilkada2015.kpu.go.id diakses pada tanggal 1 April 2016
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pemilihan oleh KPU.18 Namun di sisi lain masyarakat meminta pihak

penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi sehingga upaya

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin

bertambah.19 Karena idealnya, semakin bertambahnya umur demokrasi

maka seharusnya semakin tinggi pula angka partisipasi politik.20

Berdasarakan hal di atas penyusun bermaksud melakukan penelitian

dengan judul PERAN KPU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI

POLITIK MASYARAKAT (ANALISIS DALAM PEMILIHAN KEPALA

DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015)

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPU meningkatkan partisipasi politik masyarakat

dalam pemilihan kepala daerah?

2. Apa saja kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

18http://radarmadura.co.id/2015/11/ancaman-golput-tinggi/ diakses pada tanggal 1 April
2016

19http://www.koranmadura.com/2015/08/03/golput-tantangan-kpu/diakses pada tanggal 1
April 2016

20http://www.koranmadura.com/2015/08/03/golput-tantangan-kpu/ diakses pada tanggal 1
April 2016
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a. Untuk mengetahui peran KPU untuk meningkatkan partisipasi

politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten

Sumenep.

b. Untuk mengetahui kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi

politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten

Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan penelitian secara teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun

kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai

masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan

b. Kegunaan secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada

pihak terkait khususnya penyelenggara pemilihan kepala daerah

guna meningkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat

dalam pemilihan kepala daerah sudah banyak dilakukan dengan metode

serta konsep penelitian yang berbeda. Meski banyak penelitian mengenai

pemilihan kepala daerah kontribusinya tidak lepas dari kelemahan dan

kekurangan dalam melakukan penelitian.
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Ada beberapa penelitian yang ditemukan berdasarkan penelusuran

terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam hasil

belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Sebagian tulisan yang dikutip

diantaranya sebagai berikut .

Pertama, skripsi Syaiful Huda berjudul “Partisipasi Politik

Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa

Tegalharjo, Kecamatan Trangkil,Kabupaten Pati)”. Membahas mengenai

adanya politik uang di daerah penelitian dan kecenderungan masyarakat

dalam menerima politik uang sehingga mengakibatkan adanya hambatan

praktek pemilukada yang demokratis. Selain membahas mengenai adanya

politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah terdapat pula

oknum yang memiliki pengaruh dalam Pemilihan kepala daerah yang ikut

berperan dalam pendapatan suara pada calon pemimpin yang diajukan untuk

menjadi wakil rakyat.21 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis yaitu tempat Pemilihan kepala daerah

berlangsung serta penelitian ini akan melihat masalah yang berhubungan

dengan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serta lebih menekankan pada

upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

Kedua, skripsi Amalia Faizah Nur Hikmah tahun 2015 dengan judul

“Kajian Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ambarketawang Kecamatan

Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam Pemilihan Legislatif 2014”.

21 Syaiful Huda, “ Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati
(Studi Kasus di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)”, Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
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Membahas perwujudan demokrasi di daerah lokal yang terjadi pada saat

pemilu, dimana masyarakat di daerah tersebut masih sangat terpengaruh

oleh politik uang yang menghambat jalannya partisipasi politik dalam

masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melihat beberapa faktor yang

timbul dari adanya politik uang tersebut, seperti faktor ekomoni sosial.22

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena

hasil penelitian ini melihat faktor-faktor penyebab adanya politik uang saja

dalam Pemilihan kepala daerah, namun penelitian yang akan dilakukan

penulis lebih menitik beratkan pada bentuk partisipasi politik masyarakat

dan upaya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan kepala

daerah. Selain itu tempat penelitian yang akan digunakan sebagai objek

penelitian juga berbeda.

Ketiga, buku Mohammad Najib(ed) berjudul “Pemilihan kepala

daerah dan Pengembangan Demokrasi Lokal”, membahas mengenai

problem yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan kepala daerah.

Berisikan ulasan dari setiap penulis mulai dari problem persiapan

pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang menyangkut tentang kendala

KPU dan peraturan perundang undangan, sedangkan pada saat pelaksanaan

problema yang terjadi di antaranya menyangkut tentang penundaan

22 Amalaikah Faizah Nur Hikmah, “Kajian Partisipasi Politik Masyarakat Desa
Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam Pemilihan Legislatif
2014”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2015.
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Pemilihan kepala daerah dan teknik pemungutan serta perhitungan suara.23

Penelitian ini melihat bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh

pelaksana atau penyelenggara Pemilihan kepala daerah terutama kendala

yang dialami oleh anggota KPU. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

penulis akan melihat problem yang ada dalam masyarakat yang berperan

dalam menyaluran partisipasi pada saat Pemilihan kepala daerah

dilaksanakan.

Keempat, skripsi Andi Muhammad Giand Gilland “Tinjauan Yuridis

Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Membahas mengenai tata cara

pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai kendala dalam pemilihan

kepala daerah serta perbandingan pemilihan sistem pemilihan kepala daerah

baik secara langsung maupun tidak langsung.24 Penelitian  tersebut berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada penelitian karya Andi

Muhammad Giand Gilland hanya menekankan pada mekanisme pemilihan

kepala daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

menitik beratkan kepada bentuk partisipasi politik masyarakat dalam

pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta upaya KPUD untuk

23 Mohammad Najib(ed), “Pemilihan Kepala Daerah dan Pengembangan Demokrasi
Lokal” (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, 2006).

24 Andi Muhammad Gian Gilland, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah  Menurut
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Hassanuddin Makassar 2013.
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meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala

daerah.

Kelima, skripsi Riris Arista Retno Dewi “Pelaksanaan Pengawasan

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia

Pengawas Pemilu tahun 2013”.25 Dalam skripsi ini menjelaskan tentang

Panwalu yang mengerjakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang

undangan dan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya

diantaranya yaitu kurangnya kerja sama dengan KPU, kurangnya

keterbukaan KPU dengan Panwaslu dan masih kurangnya jumlah anggota

Panwaslu di daerah penelitian sehingga mengalami kesulitan dalam

mengakses pengawasan di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai bentuk partisipasi

politik masyarakat dan peran KPUD untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah.

E. Kerangka Teoretik

1.Teori Demokrasi

Demokrasi memiliki makna kekuasaan rakyat atau pemerintahan

oleh rakyat.26 Menurut Paul Broker definisi demokrasi memiliki banyak

terminologi diantaranya menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan

25Riris Arista Retno Dewi pada tahun 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan
Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun
2013”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2010.

26Winardi, Dinamika Politik Hukum, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 253.
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partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik

maksimal, kompetisi para elite dalam meraih suara, sebuah masyarakat yang

bebas dan lain-lain.27 Banyaknya definisi demokrasi  akhirnya melahirkan

artian penting demokrasi bagi masyarakat, demokrasi digunakan

masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya Negara.

Negara demokrasi merupakan Negara yang diselenggarakan

berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut

organisasi ia berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh

rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di

tangan rakyat.28 Namun dalam demokrasi tidak semua rakyat benar-benar

terlibat secara langsung dalam melaksanakan pemerintahan, rakyat hanya

terlibat langsung dalam bentuk pemilihan umum yang nantinya menentukan

wakil-wakilnya dalam pemerintahan.29

Menurut George Sorensen sebagaimana dikutip Sri Harini, bahwa

adanya demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan dapat dilihat dari

beberapa kondisi yaitu: 30

27 Muslim Mufti, Teori-teori Demokrasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

28 Moh Mahfud, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gema Media, 1999),
hlm. 8.

29 Jenedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 5.

30 Sri Harini Dwiyatmi dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), hlm.155.
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a. Adanya kempetisi secara berkala yang dilakukan oleh individu

mapun partai politik dalam perebutan kekuasaan.

b. Adanya partisipasi untuk memilih pemimpin melalui pemilihan

c. Adanya kebebasan politik termasuk kebebasan berpendapat.

Selain melalui sistem pemerintahan ada kriteria yang dapat

digunakan sebagai salah satu penentu negara disebut negara demokrasi.

Menurut Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud ada sepuluh

kriteria demokrasi yaitu:31

a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya perwakilan

partisipasi rakyat yang luber dan jurdil dalam pemilu sangat

menentukan pengambilan keputusan dalam politik.

b. Persamaan kedudukan di depan hukum, hukum negara berlaku bagi

seluruh rakyat tanpa memandang status atau jabatan masing-masing

harus berada di bawah yurisdiksi hukum positif yang berlaku.

c. Ditribusi pendapatan secara adil, pembagian ekualitas ekonomi dan

hukum yang ada dalam negara demokrasi tanpa tertekan pada satu

bidang saja.

d. Kesempatan memperoleh pendidikan, pendidikan merupakan

perhatian utama bagi penyelenggara negara karena pendidikan akan

menentukan seseorang dalam memperoleh pelayanan dan

penghasilan yang layak.

31 Moh Mahfud, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gema Media, 1999),
hlm. 183-185.
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e. Kebebasan, untuk menunjukkan derajat suatu negara demokrasi ada

empat kebebasan yang sangat penting keberadaannya dalam suatu

negara demokrasi, kebebasan tersebut diantaranya yaitu kebebasan

mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan

kebebasan beragama.

f. Kesediaan dan keterbukaan informasi, keterbukaan informasi dapat

menjadi salah satu alat agar rakyat dapat mengetahui kualitas

pemimpin dan perkembangan situasi kebijakan-kebijakan yang

diambil pemerintah.

g. Tata krama politik, salah satu bukti bahwa pejabat tidka melakukan

hal yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undnagan namun

tindakan tersebut dapat dinilai keburukan dan kebaikannya seperti

korupsi.

h. Kebebasan individu, setiap individu memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan hak hidup secara bebas dan memiliki privasi yang

diinginkan sejauh tidak merugikan orang lain.

i. Semangat kerja sama, salah satu bentuk pertahanan eksistensi

masyarakat dalam mendorong sikap saling menghargai di antara

sesama warga negara.

j. Hak untuk protes, tindakan untuk membuat pemerintah yang

menyimpang dari peraturan dalam undang-undang untuk kembali ke

jalan yang lurus lagi.
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Sedangkan dengan adanya pendekatan empiris-minimalis dapat

ditemukan dua perspektif yang umum digunakan dalam memilah tipe-tipe

demokrasi:32

a. Perspektif yang merujuk kepada partisipasi langsung

masayarakat  dalam pemerintahan

b. Perspektif yang merujuk kepada proses pengambilan keputusan

Demokrasi dilihat dalam konteks Negara, yaitu Negara demokratis

Franz-Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Hendra Nurtjahyo

menyebutkan bahwa ciri Negara demokratis yaitu:33

a. Negara hukum

b. Pemerintahan di bawah kontrol masyarakat

c. Pemilihan umum yang bebas

d. Prinsip mayoritas

e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Inti dari pendapat Amin Rais dan Franz-Magnis Suseno di atas,

menyebutkan bahwa pemilu sebagai bagian tidak terpisahkan bagi Negara

dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu menjadi wujud

pengakuan terhadap hak-hak politik yang demokratis dengan menajdikan

rakyat sebagai pemilik peran utama dalam sistem demokrasi.

32 Suyatno, Menjelajahi Demokrasi, (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 64.

33 Hendra Nurtjahyo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 74.
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2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi merupakan pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan

daerah.34 Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan

politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada

masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi.

Secara teknis, masih terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan

untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi tersebut secara

efektif.35

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang

melahirkan pemerintahan lokal sehingga ada pembagian wewenang serta

tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan

tersebut kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (lokal). Adanya

Desentralisasi ini digunakan agar kebijakan pemerintahan tepat sasaran

dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat yang akan

menerima asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dalam praktek

desentralisasi ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintahan lokal untuk

dapat menjadi aktor utama dalam penentu kebijakan dengan cara

34 Arena Wati, Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep, Pelaksanaan di
Indonesia,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 34.

35 HAW. Wijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004,
cetakan ke 3), hlm. 1.
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pemahaman dimanika sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti proses

penyelengaraan dan pembangunan layanan umum bagi masyarakat.36

Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan

dengan sentralisasi, jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan

sedangkan desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Dalam negara

kesatuan penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintahan pusat

yang memberikan wewenang kepada daerah otonom meliputi penetapan

strategi, kebijakan dan program, termasuk peraturan perundang-undangan.

Perwujudan dari desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah.37

Penerapan otonomi daerah sebenarnya merupakan pilihan politis,

mengingat keragaman etnis, kondisi geografis daerah-daerah yang

kemudian atas keragaman tersebut desentralisasi menjadi prinsip utama

otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan untuk mencapai efisiensi dan

efektifitas pemerintahan.38

Menurut Siswanto Sunarto, desentralisasi memiliki beberapa tujuan

yaitu:39

36 Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, (Bandung: Nusa Media, 2014),
hlm. 33.

37 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm. 52.

38 Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Demokrasi dan Politik Desentralisasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), hlm. 110.

39 Siswanto Sunarto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
cetakan ke II 2008), hlm. 12
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a. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan dan campur tangan

dibidang pemerintahan lokal

b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan lokal

c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya

sendiri

d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada

masyarakat.

3. Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik dapat didefinisikan

sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pempinan

Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan

pemerintah/Negara.40 Konsep partisipasi politik di Negara demokratis

didasari bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui

kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama.41 Bentuk

partisipasi politik diantaranya yaitu pengikuti pemilu, menghadiri rapat

umum, menjadi anggota partai. Dari pengertian mengenai partisipasi politik

40 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012), hlm. 63.

41Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi
ke 3, 1998), hlm. 3
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tersebut Ramlan Surbakti menyimpulkan beberapa kriterianya, antara lain

yaitu:42

1. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan

sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan

dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.

2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai

warga negara biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak

langsung.

3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk

tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figur pelaku

politik dan pemerintahan.

4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi

pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan/kegagalan dari

efek yang timbul.

5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan

tanpa kekerasan maupun dengan cara yang diluar prosedur yang

wajar dan berupa kekerasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

42 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012), hlm. 64.
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Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan

(field research), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara

intensif dengan turun langsung ke lokasi untuk menggali dan meneliti

data yang berkenaan dengan tema.

2. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten  Sumenep,

Jawa Timur.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis

sosiologis. Yuridis yakni pendekatan dengan melihat pada aturan

perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan peran

peran KPU dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan sosiologis ialah

penelitian dengan melihat fenomena sosial yang ada dalam masyarakat

terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala

daerah.

4. Sumber dan Bahan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

dari masyarakat dan pihak terkait, data ini didapat dari hasil

wawancara.

b. Data sekunder
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Data sekunder merupakan data berupa pendapat yang

diambil untuk menjelaskan data primer.43 Data sekunder menjadi

data kedua yang digunakan penulis yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen, seperti

daftar pemilih tetap (DPT), rekapitulasi suara, jumlah responden

maupun aktivitas partisipasi politik masyarakat. Selain itu, data

sekunder didapat dari hasil melakukan kajian pustaka, yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-

buku, koran, jurnal dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data tambahan yang di dapat dari

beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian berupa Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Ensiklopedia maupun web

atau jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung

dengan cara memahami tingkah laku hukum masyarakat yang

43 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora
pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143.
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berubah-ubah dan kemudian dilakukan penilaian atas fenomena

hukum tersebut.44

b. Interview

Kegiatan interview dilakukan dengan proses tanya jawab

secara berlangsung. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh

pemahaman mengenai topik yang sedang diteliti dari sumber

yang telah ditetukan.45

c. Dokumentasi

Dokumenatasi merupakan proses mencari data mengenai

hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar,

majalah, dan lain-lain.46

6. Teknik Pengelolahan Data

Data yang sudah didapatkan kemudian akan diolah secara sistematis

agar menghasilkan suatu pemikiran dan gagasan-gagasan baru. Penelitian

ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang melihat gejala dan memahami gejala dalam

masyarakat sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya

44 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),
hlm. 169-170.

45 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),
hlm. 167.

46 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), hlm. 158.



24

manipulasi.47 Penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat

induktif yang dimulai dari fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu

proses atau penemuan secara alami, mencatat, menganalisis dan

menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.48 Dalam

pengelolahan data penelitian kualitatif akan sesuai dengan jenis analisis

berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data

yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian

yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap sub aspek dari

keseluruhan fokus yang dikaji. Selanjutnya memberi makna terhadap setiap

subaspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis

terhadap keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antar aspek yang

menjadi pokok permasalahan.49

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa

bab yang bertujuan untuk mempermudah memahami dan membahas

permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan tersebut dapat terarah

dengan baik dan benar. Berikut ini adalah sistematika pembahasan:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang,

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik,

47 Triyono, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 39.

48 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 140.

49 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),
hlm. 174.
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metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini akan

menjabarkan awal permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum dari komisi pemilihan

umum dan pemilukada. Pada bab ini akan lebih melihat tentang pengertian

pemilukada dan mekanisme pelaksanaan pemilukada.

Bab ketiga adalah pilkada di Kabupaten Sumenep yang meliputi:

kondisi umum Kabupaten Sumenep, yang terbagi: letak geografis,

pemerintahan, penduduk. Selain itu juga membahas tentang KPU

Kabupaten Sumenep dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan kepala daerah.

Bab empat adalah penyajian hasil dan analisis tentang bentuk

partisipasi politik masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh KPU dalam

pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Bab lima adalah bagian penutup yang meliputi, kesimpulan, saran-

saran, disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab terakhir akan

membahas mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dipersempit dengan

bahasa yang jelas dan padat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat disumpulkan bahwa:

1. Upaya KPU Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan partisipasi politik

masyarakat menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu: Metode tatap

muka dan dialog, moblisasi, media massa, bahan sosialisasi, pemanfaatan

aktifitas warga serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat

menerima informasi pemilihan. Metode sosialisasi tersebut dilakukan

dengan bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain: seperti PPK

(Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh

masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama.

2. Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan

partisipasi politik masyarakat antara lain: minimnya tenaga operasional

dalam ikut serta mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepala daerah

mengingat wilayah Kabupaten Semenep merupakan daerah yang banyak

terdapat wilayah kepualauan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

hasil pemilu, serta tidak terlibatnya masyarakat yang merantau untuk

kembali ke daerah asal untuk ikut pemilihan kepala daerah.
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B. Saran

Hasil penelitian terhadap peran KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi

politik masyarakat, penulis menyarankan:

1. Saran kepada KPU agar melakukan usaha peningkatan partisipasi

masyarakat untuk memilih dengan cara yang lebih menarik agar pemilu

lebih diminati oleh masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya serta

melakukan pemerataan sosialisasi terutama di wilayah kepulauan.

2. Bagi pemerintah agar menepati janji kampanye yang pernah diumbar saat

pemilu terdahulu sehingga hasil pemilu tidak sia-sia dan membuat

kekecewaan yang berujung pada menurunnya angka partisipasi masyarakat.

3. Untuk warga terutama pemilik suara agar lebih selektif dalam memberikan

hak pilihnya, memilih calon pemimpin yang tidak hanya menjanjikan

perbaikan tapi memberikan bukti yang sesungguhnya dan tentunya tetap

mengawal jalannya pemerintahan.
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